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A. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, itu 

artinya bahwa seluruh warga negaranya wajib tunduk pada hukum positif 

yang berlaku. Untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan rule of 

law bukanlah pengetahuan yang bersifat anugerah yang dibawa sejak lahir 

melainkan harus dipelajari dan dipahami oleh masing-masing individu 

masyarakat secara bertahap. Negara dalam kapasitas sebagai pemerintah 

wajib melakukan sosialisasi akan hal tersebut ke masing-masing warga 

negaranya. Salah satu jalan yang dapat dilakukan pemerintah adalah 

melalui dunia pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan ini menjadi 

penting dalam usaha-usaha yang mengarah pada tercapainya tujuan 

negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Warga 

negara adalah salah satu unsur penting dalam upaya menyukseskan 

tujuan negara tersebut. Maka, untuk mengarah pada Bangsa yang beradab, 

masing-masing warga negaranya harus memahami patriotisme dan 

nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, peranan sangat 

penting memang dimainkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini 

disebabkan karena di dalamnya diajarkan mengenai pluralisme yakni suatu 

sikap yang mampu menghargai dan menerima keberagaman, 

pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas (Hamid, 2013:3). Pemahaman 

tentang pluralisme adalah bagian dari wawasan nusantara, dimana dari 
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HAK ASASI MANUSIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif 

yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya 

sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hal yang 

seharusnya diperoleh (hak) oleh manusia tanpa terkecuali. Hak asasi 

manusia merupakan hak yang mendasar sehingga berlaku kapan saja, 

dimana saja, dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal (umum). 

Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar (basic rights) yang 

merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional 

maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia baik dalam arti material maupun non-material. HAM pada 

prinsipnya tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi, juga bersifat saling 

berhubungan dan saling bergantung.  

Hak asasi manusia merupakan konsep khas masyarakat modern sebab 

masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia. Pelopor 

sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati 

yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian 

mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi 

Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua 

abad kedua puluh, terutama setelah di rumuskannya Pernyataan Umum 

tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. 

Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang 

pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan 

secara global. 
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HAK DAN KEWAJIBAN WARGA 

NEGARA 

  

 

A. LATAR BELAKANG 
Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang 

terdahulu yang memiliki nilai nasionalis patriotis dan sebagainya yang 

terpatri dalam setiap jiwa warga negaranya, dimana nilai tersebut semakin 

lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karena 

itu, perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, agar 

terus menyatu dalam setiap warga Negara dan setiap warga Negara agar 

mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu 

warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan 

cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karena 

betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di 

setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga di perguruan 

tinggi agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang 

berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. 

Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber 

dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip 

utama, seperti sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini 

merupakan bentuk dari nama lain hak asasi manusia. Kedua istilah 

tersebut memiliki arti yang berbeda. Kekakuan manusia adalah sebagai 

dasar yang melekat pada laki-laki sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan 
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KESADARAN BELA NEGARA 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kesadaran bela negara merupakan bagian penting dalam kebijakan 

nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi banyak sekali 

ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui usaha panjang 

dan penuh pengorbanan, tidak bisa begitu saja dilepaskan dari kontribusi 

dan sumbangsih yang diberikan oleh seluruh komponen bangsa. Negara 

dan bangsa Indonesia mengupayakan seluruh kemampuan yang dimiliki 

dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional, guna 

meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dan harapan bangsa Indonesia yang seutuhnya, 

diharapkan suatu kebijakan nasional guna menghadapi dinamika 

perkembangan lingkungan yang strategis, baik dalam tataran global, 

regional, juga nasional.  

Setiap negara perlu mempunyai kebijakan strategi nasional, 

mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tidak hanya 

dapat memiliki pengaruh positif berupa peluang, tetapi juga bisa 

berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan 

tantangan yang nantinya memiliki potensi menjadi sebuah konflik bagi 
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KONSEP DEMOKRASI  

DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Beberapa abad lamanya manusia hidup hanya sebagai hamba sahaya 

yang tidak memiliki nilai. Sekarang ini sejak ribuan tahun semenjak ide-ide 

awal mengenai pemerintahan dan kehidupan sosial muncul, manusia 

sudah mempunyai satu konsep pemerintahan yang sesuai dengan kodrat 

manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual atau biasa 

disebut dengan makhluk mono pluralis. Sifat individual manusia bergerak 

untuk mengutamakan kepentingan individu, sedangkan sifat sosial akan 

menimbulkan kebutuhan manusia untuk berkumpul dengan manusia atau 

individu lainnya. Konsep pemerintahan yang dianggap cocok untuk sifat 

manusia tersebut adalah demokrasi. 

Demokrasi merupakan sistem yang tidak mempunyai dimensi yang 

tunggal namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi. Dalam 

melaksanakan demokrasi harus juga diiringi dengan penghormatan atas 

Hak Asasi Manusia (HAM). Implementasi pelaksanaan demokrasi yang 

memposisikan rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara sering kali 

mengalami pergeseran ketika peran negara berusaha untuk membatasi 

kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Menggunakan gerakan 

konstitusional maupun yuridis formal digunakan untuk membatasi ruang 

dalam melakukan demokrasi. Hal ini juga dibuktikan dengan sejarah 

Indonesia dalam perjalanannya mengimplementasikan demokrasi yang 

tidak selalu sesuai dengan konstitusi. Fakta di dalam sejarah menjelaskan 
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NEGARA DAN KONSTITUSI 

 

 

A. PENDAHULUAN   

Konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan faktor fundamental 

yang menentukan arah dan tujuan suatu negara. Hampir setiap negara di 

dunia ini memiliki konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang biasa 

disebut dengan undang-undang dasar atau konvensi. Kalaupun ada suatu 

negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, misalnya Inggris dan Kanada, 

mereka merumuskan tujuan bernegara masyarakatnya dengan 

mendasarkan pada Piagam Fragmentaris, yang memuat norma-norma 

yang layak dan berkedudukan sebagai norma konstitusi, misalnya Magna 

Charta Libertatum (1215), The Habies Corps Act (1670), The Bill of Rights 

(1689), dan lain-lain.. 

Konstitusi merupakan sebuah kerangka kerja (kerangka kerja) dari 

suatu negara. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bagaimana tujuan 

pemerintahan negera tersebut diorganisasikan dan dijalankan. Tidak ada 

satu negara pun di dunia sekarang yang tidak memiliki konstitusi atau 

undang-undang dasar. Dengan kata lain, negara dan konstitusi merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Jika tidak ada 

konstitusi maka negara tidak mungkin ada. Pemerintah sebagai 

representasi dari negara tidak akan bisa menjalankan kekuasaan jika tidak 

ada konstitusi. Demikian pula, konstitusi juga tidak akan pernah ada tanpa 

adanya negara. Kelahiran sebuah konstitusi merupakan kehendak rakyat. 

Oleh karenanya, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kepemilikan negara. 

Dengan demikian, konstitusi dapat digambarkan sebagai suatu sistem 

BAB 6 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

 Negara dan Konstitusi | 121 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adolf, Huala. (1991). Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional.  

Jakarta: Rajawali Pers.  

Asshidiqie, Jimly. (2010). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Asshidiqie, Jimly. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 

Pertama. Jakarta: Rajawali Pers 

Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 

Chaidir, Ellydar. (2007). Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi 

Total Media Yogyakarta.  

Daman, Razikin. (1993). Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Jakarta: 

Raja Grafindo.  

Fadjar, Abdul Mukthie. (2006). Hukum Konstitusi dan Mahkamah 

Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 

Haryanti, Dewi. (2014). Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah 

Berlaku Di Indonesia. Jurnal Selat, 2 (1), Oktober 2014: 214-225. 

Junaidi, Muhammad. (2016). Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara 

Hukum. Malang: Setara Press. 

Kelsen, Hans. (2011). Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Cet. 

Keenam. Bandung: Nusa Media. 

Lubis, M. Solly. (2002). Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maju. 

Martosoewignjo, Sri  Soemantri. (1984). Prosedur dan Sistem Perubahan 

Konstitusi. Bandung: Penerbit Alumni. 

Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1993). Susunan Ketatanegaraan Menurut 

UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan 

Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. 

Pangaribuan, Piatur., Purnomosidi, Arie. (2012). Negara Hukum Pancasila 

dalam Kerangka NKRI. Surakarta: Cakrawala Media. 

Parthiana, Wayan. (1990). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: CV. 

Mandar Maju.  

Prodjodikoro, Wirjono . (1974). Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia. 

Jakarta: Dian Rakyat. 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

122 | Pendidikan Kewarganegaraan  

Ranawijaya, Usep. (1982). Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Strong, C. F. (2010). Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Studi 

Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk), Bandung: Nusa Media. 

Suantra, I Nengah, Nurmawati, Made. (2017). Ilmu Negara. Ponorogo: 

Uwais Inspirasi Indonesia. 

Syafriadi. (2019). Hubungan Negara dan Konstitusi dalam Paham 

Konstitusionalisme. Jurnal UIR Law Review, 3 (2), Oktober 2019: 22-

33.  

Thaib, Dahlan dkk. (2008). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Tutik, Titik Triwulan. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group.  

Wahjono, Padmo. (1982). Negara Republik Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.  

Wheare, K.C. (1975). Modern Constitution. London: Oxford University 

Press.  

 

  

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN  

BAB 7: GEOPOLITIK DAN 

WAWASAN NUSANTARA 

 

 
Sumario, S.Pd 

SMA-IT Al-Ghofar  

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

124 | Pendidikan Kewarganegaraan  

 

 

 
 
GEOPOLITIK DAN WAWASAN 

NUSANTARA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air beserta 

lingkungannya menghasilkan wawasan nasional wawasan nasional itu 

selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. 

Namun tidak setiap bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah 

salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi 

‘’Brittain rulles the waves’’. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas 

pulaunya, tetapi juga lautnya. Sedangkan bangsa Indonesia memiliki 

waawasan nasional yaitu wawasan nusantara.  

Apakah wawasan nusantara itu? Secara konsepsional wawasan 

nusantara (wasatra) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. 

Perumusan wawasan nasional bangsa indonesia yang selanjutnya disebut. 

Wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam 

ketatanegaraan republik Indonesia.  

Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia 

yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang sebagai 

ruang hidup yang satu atau utuh . wawasan nusantara sebagai wawasan 

nasional nya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. 

Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan 

tempat tinggalnya menghasilkan komponen wawasan nusantara. Jadi 

wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geo politik bangsa 

Indonesia.  
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KETAHANAN NASIONAL 

INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Pada Era Society 5.0 seperti sekarang ini,  setiap bangsa di dunia 

dihadapkan pada berbagai permasalahan kehidupan seperti permasalahan 

sumber daya alam, permasalahan keamanan lingkungan, ketahanan air 

dan pangan,  ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, 

hingga ketahanan militer dan masalah keamanan masyarakat. 

Kesemuanya itu merupakan bahagian dari Ketahanan Nasional.  

Berbicara mengenai ketahanan nasional, Ketahanan Nasional 

Indonesia merupakan bahagian yang penting dari keamanan warga dunia. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terletak antara dua 

samudera dan dua benua dengan posisi geografis yang unik. Posisi unik ini 

menempatkan Indonesia sebagai pusat di antara sepuluh negara tetangga 

laut dan perbatasan darat.  Disamping itu, laut teritorial Indonesia  

menempati posisi penting bagi perdagangan internasional. Posisi geografis 

tersebut, mengakibatkan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan.  

Sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim, Indonesia sangat 

tertarik dalam menciptakan keamanan di kawasan dunia, termasuk 

keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia. Oleh 

karenanya, penting mempertahankan keamanan nasional Indonesia.  

Pertahanan  keamanan nasional Indonesia dikelola dalam suatu sistem 

pertahanan yang utuh untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan 

keamanan nasional Indonesia pada dasarnya melibatkan semua warga 
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INTEGRASI NASIONAL 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sosial 

budaya. Sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang 

plural atau majemuk. Tentunya keberagaman ini, harus kita terima sebagai 

kekayaan bangsa. Namun di sisi lain di dalam keberagaman dan pluralitas 

suku, bahasa, adat istiadat dan agama juga dapat menimbulkan 

pertentangan-pertentangan yang jika hal ini berlangsung secara 

berkepanjangan maka akan menimbulkan konflik kepentingan antar 

kelompok, antar etnis, antar agama dan antar wilayah, hingga berdampak 

juga dengan munculnya paham separatis dan mengancam keutuhan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama para 

generasi penerus bangsa dalam memperkokoh dan mempererat integrasi 

nasional bangsa. Namun asumsi ini bukan berarti akan meniadakan konflik 

sosial sebagai salah satu dari wujud gejala sosial secara alamiah, akan 

tetapi bagaimana agar asosiasi negara mampu mewadahi berbagai 

perbedaan antar-unsur pembentuk bangsa dalam suatu kesatuan wadah 

negara. 

Dengan demikian, permasalahan integrasi merupakan permasalahan 

kompleks yang pasti dialami oleh berbagai negara. Hal ini dapat kita lihat 

dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus PKI Madiun, 

Pemberontakan DI/TII, PRRI atau munculnya pemberontakan 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang diawali dengan 

adanya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pusat, 
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IDENTITAS NASIONAL 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, yang membawa 

kita ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu 

berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di 

Era Globalisasi, eksistensi identitas nasional kembali mendapat perhatian 

penting di berbagai negara.  Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber 

daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara 

terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pendidikan 

kewarganegaraan.  

Pada suatu negara terdiri dari beberapa kelompok atau suku bangsa. 

Di berbagai negara memiliki perbedaan, baik dari perbedaan agama, aliran 

kepercayaan, suku, budaya, dll. Tentunya orang asing memiliki perbedaan 

dengan kita, jika perbedaan itu adalah persamaan dari kelompoknya/ 

bangsanya, maka itulah yang dimaksud dengan identitas nasional. 

Identitas dapat dipahami, ciri dari individu, atau kelompok yang dapat 

membedakan dengan individu atau kelompok lainnya. Walaupun demikian 

sebagai sebuah negara akan membentuk ciri atau tanda dari negara 

tersebut. Secara politis artinya identitas tersebut dirancang, di sepakati 

dan disahkan oleh lembaga negara sebagai identitas nasional, sedangkan 

secara sosiologis artinya identitas itu tumbuh dan berkembang secara 

alami tanpa ada intervensi dari penguasa atau pemerintah. 
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POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pentingnya memahami politik dan strategi nasional dalam sistem 

ketatanegaraan akan memberikan gambaran terhadap apa itu politik, 

sistem politik serta politik strategi nasional. Dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara politik menjadi salah satu hal kajian ilmu yang perlu 

dipelajari khususnya dalam mengambil suatu kebijakan, pemindahan 

kekuasaan, atau bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain untuk 

dapat mencapai tujuan.    

Aristoteles pernah menjabarkan bahwa politik adalah master of 

science. Di mana ilmu tentang politik sebagai kunci untuk dapat mengenal 

serta memahami lingkungan (Surbakti,1992). Selain itu, Rafael Raga Maran 

mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk politik dimana 

keberadaannya dalam menjalankan kehidupan dapat mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan (Maran,2007). Tidak 

sedikit yang berpandangan bahwa politik selalu berkaitan dengan 

kehidupan berbangsa dan berpemerintahan. Sedangkan pengertian 

tentang ilmu politik dijabarkan oleh Ossip K. Flechteim dalam bukunya 

yang berjudul Fundamental of Political Science: ilmu politik merupakan 

ilmu sosial khusus yang mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh 

negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari 

gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi dan dapat mempengaruhi 

negara (Budiardjo,2016). 
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PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 

DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Otonomi daerah pada hakikatnya sebagai upaya untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu keberadaan otonomi 

daerah mendorong kemandirian pada setiap daerah untuk mampu 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah perkembangan di 

Indonesia, keberadaan otonomi daerah tidak hanya pada fase reformasi, 

tetapi gagasan otonomi daerah tertuang dalam konstitusi asli Indonesia 

(UUD 1945 sebelum amandemen), di mana tergambar bahwa susunan-

susunan pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan pemerintah 

daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota.  

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara unitaris yang 

terdesentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 

1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) sampai 
dengan ayat (6) merupakan dasar konstitusional bahwa Indonesia adalah 

negara unitaris yang terdesentralisasi. Pada tataran konstitusi, mungkin 

sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk 
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GOOD AND CLEAN GOVERNMENT 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Globalisasi yang berkembang begitu pesat mempengaruhi berbagai 

bidang kehidupan, salah satunya menyentuh bidang pemerintahan dalam 

menjalankan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan 

pemerintah merupakan bentuk perencanaan terhadap perubahan. Dalam 

hal ini, tujuan yang diinginkan adalah mengubah tata kehidupan dan 

penghidupan masyarakat ke status yang lebih baik dari sebelumnya. 

Namun dalam perjalanannya, masyarakat akan cenderung menolak 

terhadap perubahan tersebut. Namun seringnya, penolakan yang 

dilakukan berdasarkan pada alasan yang hanya dipahami oleh masyarakat 

itu sendiri. Hal itu merupakan sebuah tantangan yang kemudian harus 

ditemukan jalan keluarnya dengan menciptakan pemerintahan yang dirasa 

lebih bagus dan lebih bersih dengan mempertimbangkan aspek 

kemasyarakatan tersebut.  

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan 
sebagai “The authoritative direction and administration of the affairs of 
men/women in a nation, state, city, etc”, yang berarti pengarahan dan 
administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah 

negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.  

Menurut Ubaidillah (2000) istilah government dan governance 

seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan 

otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau 

pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Good 
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IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI 

DETERMINAN PEMBANGUNAN 

BANGSA DAN KARAKTER 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Identitas Nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu Bangsa 

dan Negara, Selain itu pembentukan Identitas Nasional sendiri telah 

menjadi ketentuan yang telah di sepakati bersama. Menjunjung tinggi dan 

mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala 

kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu Bangsa dan Negara sudah 

tidak perlu di tanyakan lagi, Terutama di dalam bidang Hukum. Siapapun 

orang mengerti serta paham Aturan – Aturan yang ada di suatu Negaranya, 

Tetapi tidak sedikit orang yang acuh dan tidak perduli seolah-olah tidak 

mempermasalahkan kekeliruan yang terjadi di Negaranya, Dan yang paling 

memprihatinkan seolah-olah masyarakat membiarkan dan bisa dikatakan 

mendukung, Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dan dilihat dari sikap 

dan tanggapan masyarakat dari kekeliruan di bidang hukum di dalam 

Negara tercinta ini. Maka dari itu Identitas Nasional sangatlah penting 

untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Agar 

Masyarakat di Negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki 

segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan Negara tercinta ini lebih baik 

lagi dari sebelumnya. Bukanlah orang lain tetapi kita sendiri sebagai 

masyarakat yang ada di Negara dan Bangsa ini yang dapat mengubah 

segala kekeliruan yang terjadi. 
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